BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Melihat Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang
Konservasi Danau Limboto masih belum efektif khususnya di Kabupaten
Gorontalo dikarenakan masih kurangnya peran serta masyarakat pesisir
danau dalam berpartisipasi membantu program pemerintah terhadap
pelestarian danau limboto, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya
permasalahan ekosistem di danau limboto.

Faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam pelestarian danau limboto
yaitu aktivitas masyarakat pesisir danau yang mengganggu ekosistem
danau limboto, masalah eceng gondok yang semakin meluas sehingga
terjadinya pendangkalan ekosistem perairan dan tertutupnya sungai serta
danau, dan mata pencaharian masyarakat sebagai nelayan yang

menyebabkan penurunan produktivitas perikanan danau.

5.2 Saran

1.

Bagi Pemerintah
Diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi program yang
difokuskan pada pentingnya aspek hukum dalam pelestarian lingkungan

alam pesisir danau limboto.
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Bagi Masyarakat
Diharapkan masyarakat khususnya masyarakat pesisir danau dapat
membangun partisipasi untuk berperan serta secara aktif dalam kegiatan

pelestarian danau limboto.
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